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PEHJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PENGADILAN AGAMA LOLAK
DENGAN
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOLAANG MONGONDOW RAYA

TENTANCG
PENYEDIAAN FPEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI POS BANTUAN LAYANAN HUKUM PENGADILAN AGAMA LOLAK
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : 09/SEK.PAWIS-AT/PLLL4/1/2026
NOMOR : 0L/'PHLYLBH-BME/172026
Pada hari ini Selaya, tangpal Enam bulan Janwari Tohun Dua Ribuw Pua Pulub Enam,
bertempat di Lolak, yang bertanda tangan di bawab ini :

.  NURAFNI ANOM, S H.ILMH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Lolak. dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA LOLAK, vung berkedudukan
di Lolak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Il ARIFIN ANDIWENANG, S.H,, Keta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang
Mongondow Raya, dalam hal ini bertindak unmk dan afas nama  YAYASAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOLAANG MONGONDOW RAYA, yang
berdomisili di Kotamobagu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dischut PARA PIHAK
secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjusama untuk penyediaan pemberi banmuan
bikum di Pos Banman Layanen Hukum pada Pengadilan Agama Lolak, dengan ketentuan
vang akan diatur dalam Surat Perjanjian Kera Jasa Pemberian Pelayvanan Bantuan Hukum
Pengadilan Agama | .olak Tahun Anggearan 2026,

b KEDUA p ERTAMA

ENANG, S.H. NURAF » 5.H.LL.MH.
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SURAT PERJANITAN KERJA
JASA PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGANMA LOLAK
TAHUN ANGLGARAN MiZa
NOMOR: 10FSEK PAWIA-ATPLLLA/T2026

Pada hari imi Semdm, angeal Lima bulin Samward Tahon Dae Ribe Doaa Pulnh Enam, beriempot
i Livlak, yonp beranda tangan di bawah mi:

I MNama v Hambang Herianto Sanadin, 5.H.
MNIP C TR SOA 2SI 104
Satunn Kega ¢ Pengadilan Apgama Tondano
Adamat o N Manguni Mo, 35 Tondanao
Jubatan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Lolak
Selanjutryva dischut HH AK PERTAMA,
. MNama : Arifin Andiwenang 5.H.
Nama Lembags : Yavasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondew Hava
Alamat b N Mimosa, Nomor T4A, Kel Mogolaing, Kee Kotamobagu
Baral, Koda Kelamobagu
Jabaran Eetua Divisi Posbakum

Selunjuinyadisebut PIHA[{ KEDLUA,

D-I:TIEEH imeimperhatikan

Peraturen Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahon atas Perpres Momor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan barmng/Jasa Pemerintah;

Undang-Undang Mo 50 Tahun 2008 tenfang perubahan kedus atas UL No, 7 Tabun [9%9

lentang peradilan Agama;

3. PERMA No | Tahun 2004 tentang Pedoman Pembenan Layanon Hukum Bag Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan;

4. Sural Pengesshon DIPA Nomor @ 5P DIPA-005.04.2.401996/2026 Tanggal | Desember
202N,

5. Bentn Acara Hasil Pengadaan dari Pejabat Pengaduan Nomor  237/S3EK PAWIE-
ATPLLLAXIT02ZS Tanggal 30 Desember 2025 dan Penctapan Penyedia Jasa Pos
Bantusn Hukum Nomor 239SEKPAWIE-ATPLLLAXII2025 Tanggal 30 Desember
2025,

& Surat Momor (9/SEE PAWIE-ATPLILLAT 2026 dan Nomar 01PH YLBH-BME/1/2026
Tanggal 6 Januari 2026 tentang Perjanjian Kerjasama Antam Pengadilan Agama Lolak
dengan Yavasan Lembagn Bantuen Hukum Bolaang Mongondew Rava

= ]

Dengan ini menyatakan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakst
mengadukan ikatan perjanjian penyediaan pemberian peloyanon bantuan hukum di lingkungom
Pengadilan Agama Lolak, dengan ketoentuan schagaimana tercantum dalam pasal-pasal surat
perjanjian kerja ini.

Asli ateu fotocopy surat-sural, 1 pesdinan lembagn bentuen bukom, alaman doessisili dan
struktur kepengurisan PFIHAK KEDUA dilompirkan pada surat perjanjian kerja im dan denpon
demikian menjadi bagian yung tidak terpisahkan dan surat perjanjizn kerja ini



|-

Pasal |
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Surt Pemanjian Kerga ini adalah uniek menjalin Kegusama agar pelaksanann
pemberian layanan bantuon hukum pada Pos Bantian Hukem Pengadilon Agama Lolok
menjadi Lepat sasnran.

Tuuan dan Surst Penonjion Kerja im adalnh ustuk membenkan Invanan bantuan hukum
kepada setiap orong atay sekelompok orang vang tdak mumpoe secars ekonomi dan/atao
tidak memiliki akses pada infonmasi don konsultasi hukom yang memerfukan layanan
berupa pemberian infommass, konsultasi, advis hokwm atan bantuan pembuatan dokuimen
hukum vang dibutahken,

PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai pihiak yang membeni fugas pada PIHAK
KEDUA, schagut penyedia Jasa Pemben Layanon Bantuan Hukum pada Pos Layanan
Bantuan Hukum di Pengadilun Agama Lilak

Pisal 2
PENERIMA JASA

Pemohon bentuan hukum & Pos Bantuan Hukum adalah sehiap orang atsm sclociompok
arang yang tiduk mampu secars ekonomi dan’atay fidak memiliki akses pada informasi dan
konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsuliasi, advis
bukum st bantuan pembustan dokumen bukum vang dibutuhkan,

Pemohon  bantuan  hukum  tersebut adalah pihak yang akan'telah bertindak schagai
Pengaugal/Pemobon maupun TergugatTermohon,

Pagal 3

JEMIS JASA HUKUM
Jenis jusa hukum vang diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum pada Pos Bantuan
Hukum Pengadilan Agama Lolak berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau
bantuan pembueatan dokomen hukum yang ditomhkan.
Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepads Penggugat/Pemohon
dan Tergugal Termohon.
Pemberian jasa hukum kepada PenggugatPemohon dan Tergugat Termohon tidak boleh
dibserikan oleh satu orang petugas pemberi bantuen hukum yang sima.

Pasal 4
BYAHAT-S5YARAT PELARSANAAN TLGAS

Penyedia jasa hukum yang dimaksudkan dalam pasal 3 di oes diserahkan PIHAK

PERTAMA kepada PIHAK KEDUA,

Penyedia jasa hukum hars berpedoman pada:

& Undang-Undang Nomor |6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

b, Peraturan Mahkamuh Agung RI Nomor | Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberion
Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara
Pererpuan berhadipan dengan Hukum

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Urisan Lingkungan Peradilan Agama dim
Sekretunis Mahkamah Agung RI Nomor @ 04TUADA-AGAV201]  dan Nomor -
0208 EK/SEUTV2017 Tangal 21 Februar 201 |

e. Sorat Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agamalolak dengan Yayasan Lembaga
banwan  Hukwm  Pelits  Horapan  dan Keadilan Cabang  Manado  Womor
VEPA PAWIE-ALGPLLLALI2026 dan  Nomor OL/YLBHPHE- KCMNIVE2026
Tanggal 2 Januan 2026

Pasal 5

JANGREA WAKTU DAN JADWAL PEMBERIAN JASA
langks wakm pelaksansasn pemberian layvanan Pos Bantuan Hukum adalah 1 (sate) tahun
angguran lerhitung sejak tnggal 2 Fanuan 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026,
ladwal pemberian josa pada Pos Pelayonan Hubum menyesuaikan dengan kalender kerja
Pengadilan Agama Lolak.
lam pelaywnin sehap hari kega pada jom 0800 - 12,00 WITA dan jam 13.00 - 16.30
WITA, kecuali hari jumal dari jam 08.00 — 11.00 WITA dan [4.00 - 17.00 WITA



Pasal &
NILAI PEKERJAAN
Milm pekerjaan dihitung per jam pelavanon dengan jumlah nilai sebesar Bp. 70000000~ tuyul
pulub juta mapiah) dalem sato tohun dan dibayarkan setiap balannya schesar Rp, 3.833.333..
(b juta delapan ratus tiga pulub tiga riba tiga ratus tiga puluh tga ropish),

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN
Pembayarnn jasa bantwm hukum oleh PIHAK PERTAMA kepada PITTAK KEDUA setinp saf
bulan sckali dengan ketenman schagai berikut @
I, PIHAK EKEDUA harys menyampatkan lapomn terfulis dan sbsensi kepada PIHAK
PERTAMA berdasarkan jangks waktu dan jadwal pemberian jasa yang wercantum pada
pasal 5 Surat penengian kerja ini
PIHAK PERTAMA berkesanggupan untuk membavar imbalan pekenoan dimaksud distas
sesudi dengan angpgaran biaya vang tersedia dalam daflar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DMPA) Pempadifan Agama Lolak tabwn  Anpgaran 2026 MNomor - 5P DIPA (03
04,2, 40H 29652026 Tangeal | Desember 2025
1, Besarnys imbalan jasa yang diterima PIHAK KEDUA adalah sebhesar Rp. 70.000.000,-
{tujuh puluh juta rupish) selama 1 (satu) tahun snggaran dan dibayarkan setiap bulanoya Rp.
5.K33.333 - (lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga mabes tiga pulub tiega opiah);
4, Pemboyaran dilakukon dengan cara mentransler ke rekemng BRI O036-01-012554-53-]
atas niama Yiyeson Lembaga Bantuan Hokum Bolasng Mengondow Raya
5. Pajak Pertambahan Milan (PPN) scbesar 12% dan Pajak Penghasilin (PPh) 2% dan Nilai
Kontrak ditanggung PIHAK KEDLUA

i

Pasal 8
HAK DDAN KEWAJIBAM
Hak dan Kewsjiban PFIHAK PERTAMA -
I, Menyediakan dan mengelola saranafprasarana yang diperfukan pada Pos Baniuan Hukum
berupa satu ruangsn, meja dan kursi,
2. Menyedizkan anggaran unmk imbalan jusa bag petugas pemberi bantuan hukum, dengin
ketentuan sebagal berikut:
a.  Ketentuon besarnya imbalan jasa bagl petugas pember bantsen hukum ditetapkan
berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Lolak Tahun Anggaran 2026,
b. Besarmya imbalan jasa didosarkan pada jumlah perkara yang felah diberikan oleh
petugas layanan di Pos Bantuan Hukum.
Melakukan pengawasan duon evaluasi terhadap proses layanan buenfuan bukum di Pos
Hantusn Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
4. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melangger isi perjanjian ini, berupa |
Peringatan lizan;
b. Peringatan tertulis;
¢ Pemberhention sementura;
d, Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan,

T
'

Hak dan Kewsjiban PIHAK KEDLA
I Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atag kinerja yang (elah dilakukan dari
PIHAK PERTAMA

2. Menugaskan dus orang petugas poshakum setiap hari kerja

Y. Mendapatkan buekd, informase, donvatay keterangan terkait perkars secars benar dan

pemobion bantuan hukum,

4. Menyediakan Peralotan untuk petugas Pos Pelayanan Hukum berupa Komputer, Printer,
Scragam, Id Card dan alat wilis lainnyn sesuai dengan surat pemyataan Kesanggupan yang
dibuat oleh PIHAK KEDUA
Membuat daflar nama petugas pemberi bantuan hukam.

Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja vang telah ditentukan.
Membenkan layanan vang profesional dan bertinggung juwsh,

Membenkan informasi hukum dan informasi lain yang ferkait sceura jelas dan akurst
Memberikan konsuliasi atau advis hukum yang seimbang dan kemprehensil

- Memhasiakan segala sesuat yang diketahui atan diperoleh dan pemohonbantuanhubum.

- Menjalankan prnsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan,
anak-anak, dan oreng lamul wsia,

— S A
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13.

14.
I5.

Menghindari konflik kepentingan dengon pemohon bantuan hukum.

Melakokan Konsolissi  kepodn  Penpadilan Apamn Lolak,  apabila menemii
kendalahambatan dalam pembenan pelaysnan bantusn hukum.

Membuzt Taporan dan mendokumentasikan pelayansn bantuan hukum.

Melaksanakan selurub ketentuan vang distur dalam Surat Perjanjian Kerja ini.

Pazal 9
LARANGAN

Dalam memberikan layanan Pemberi Layanan Poshakum Pengadilan dilarang untuk :

1

3.

o

F=d
i

Membedakan perlabuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan
Jenis kelomin, agama, politik, kéturunan, ras, s latar belakang sosial dan budava,
Melakukan diskrimingsi terthadap Penerima Lavanan Posbakum Pengodilan karena vang
herrangkutan penyandang disahilitas, perempuan, anak-anak, atan orang lanjut nsia.
Memhberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukem
mgteriil maupun tdak sesua dengan hukum formil,

Memberikan dokumen hukum kepads Pepermme Layesman Posbukum Penpmdilan untuk
digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan fertulis lebih dabulu dan Advokat pada
Lembaga Pemberi Lavanan Poshakum Pengadilan terkail

Membuka rahasis Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya,
Memberikan lavanan kepada penggugat’pemohion dan tergugatemwshon dalam satu berkas
perkiara oleh Petugas Posbakum Penpgadalan yvang sarma.

Membenkan informasd, konsultasi, atau advis hukum yeng tidak berkualitas, yang sccara
berkala akan dicvaluasi oleh Ketua Pengadilan dan Kepala Lembaga Pemberi Layvanan
Poshukum Pengaditan ying bersangkutan

Membual kesalahan fatal dolam pembuoatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima
layanan Posbakum Pengadilon dimogikan dalom persidangan

Menerima atan meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Pengrima Layanan Poshakim
Pengadilan danfataw pihak Luin yang terkait dengan pericars vang bersinpkutin,

Meminta binva aiss lavapan vang diberikan kepada Penenma  Lavanan Posbakuam
Pengadilan.

. Memberikan janji-janji schubungan dengan bayanan astau perkara terkait
12. Menjamin kepada Penerima Layanan Poshakum  Pengadilan  bahwa  perkara  yang

ditanganinya akan menang.

. Menggunakan sarana dan praserans Posbakom Pengadilen uniuk kepentingan pobads atau

lembagn pemberi layanan atau kepentingan lain yang tdak sejaian dengan kepentingan
pemberion layanon hukam.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR
Hila tegadi hal-hal di luar kemampuan (force majcurc) dalam pelaksangan pekenaan
pemberian layanan jasa bantuan hukum disdakan musyewarah dun mufakat anturn PIHAK
PETAMA dan PIHAK KEDUA sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan kedua
belah pihak,
Yang dimaksud dengan [oree mujeure sdalsh bencana slam (banjir, gempa bumi, angin,
dil), huru hara, pemogokan umom, peraturan pemerinish menpenai keadaan bahaya yung
menychabkan PIHAK KEDUA hams menghentikan pekerfaannva,
Bencana slam, antara §ain © gempa bumi, angin topan, tanah longsor, dll sepunjang kejadian
ftereebur dapat dibenarkan oleh pemerintah maka kepadn pihak kedue dapar diberikan
keterlambitan penyerahin lsporan yang diakibatkan adanya force majeure terselbwut,

Pazal 11
JANIMNAMN
PIHAK KEDUA menjamin bahwa petugas vang memberikan pelayanan pemberian bantuzn
hukum & Pengadilan Agama Lolakpetugas yang profesional, jujur dan oadil  dalam
memberikan pelayansan;
Apabila dikemudian hari tlesdapal cacol lerhadap petugas ierschut yang bukan merupakan
kesalahan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA menjamin untuk menggantinya atau
mickakukan seperiuanya;

Taminan i berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari 02 Januard 2026 sampai
dengan 31 Desember 2026,



Pasal 12
PENYERAHAN PELAKSANA KONTRAK
PTHAK KEDUA fanps ian werighs dari PIHAK PEETAMA tidek diperkenankan menyerahkan
pelaksanasn kontrak kepads PIHAK KETIGA

Pagil 13
SANKSI

I, Apabila PINAK PERTAMA tidok memenuhi kewajibannyva, maka PTHAK KEDUA dapa

metuniul secarn hukum baik pidana mavpum perdata,

Apabila PIHAK KEDUA ridak memenuhi kewajibannyn, maka PIHAK PERTAMA tdak

wajily membayar imbalan jasa dan dapat memutus peganjian int sccara sepihak.

3. PIHAK PERTAMA membenkan Penngatan lisan dan Penngatan fertulis kepads PIHAK
KEDUA wpobila ditemukan pelanggaran sesuai Surat Perjanjian Kerja ini.

4. Apabila POTAK KEDUA dalam pelaksanaan tugasnyva sesuai Jadwal pada pasal § surm
pegunjion kera mi tidak  hadir atau uidak  digantikan maka PIHAK PERTAMA
mengenakkan Potengan 5% setsap hannya dan jumlsh pembayaran setizp bulannys dan
akan disetorkan ke Kas Negara

r_l

Pagsal |4
PEMUTUSAN OLEH PEMBERI PEKERJAAN
Apabila PIHAK KEDUA telah menerima peringatan tertulis sebanynk 3 (tiga) kali dari PIHAK
FERTAMA danfatau diangpap telash tdak memenuls  kewsjibannys  danfstan melakokan
pelanggaran yang telah diatur dalom surat peganjion kerja ini pasal 9, makas Kontrak dapat
diputuskan secara sepihak oleh PTHAK PERTAMA

Pasal 15
FENYELESAIAN PERSELISTHAN DAN DOMISILI

I Apabila terjadi perselisihan, dengan surat perjanjian kerja im, pember pekerjnan dan
pemvedia jasa hukum sepakat menyelesaikan melalul musyowarsh dan mufakst;

1. Bila tidak diperoleh penyelession, maka perselisihan tersebut diajukan kepada Fudin
Arbitrase vang anggota-anggotanys terdin dari 3 {tipa) orang, yaitu maging-masing seorang
wakil dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sertn seorung lugi schaga PIHAK
KETIGA yang ditunjuk olch kedua belah pihak dan bertindak sebagni Ketua;

3. Keputusun panitia pihak pendamai ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian
perselisihan ditnnggung bersama kedun belah pihak

4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapai diterima oleh salah s
atau kedua belah pihak, moka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negen
Kidamaobugu,

5 Kedua belah pibak dalam perjanjian im telah mengambil tempat kedudukan yang weiap dan
sah pada Kantor Pengadilan Agama Lolak .

Paual 16
BEA MATERAI
Muateral dari surat perjanjian pekerjaan ini ditetupkan Rp. 10.000.- {(sepuluh ribu rupiah) untuk
setinp cksemplar yang menjadi beban PIHAK PERTAMA

Pasal 17
FENUTUPF

I, Surat Perjanjian Kerja pemberion jasa pelayanan bantuan hukum ini dibuat dan ditanda
tangani oleh kedua belah pthak dan diketahui dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran
din Ketun Pengadilan Agama Lolsk di Lolak pada, hari, tingmal, bulan dan tahun tersebul di
atas dalam keadsan schatjasmam dan rohani, tanpa ada paksaan stau tekanan dari pihak
manapun

1 Dengsn ditandatangani Sural Perjanjian Kerja ini, maka seluruh kelentuan yang tercantum
dalem dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Surad
Perjanjian Kerja mi termasuk segala sanksinys mempunyai kekustan hukum yang sama dun
miengikal bag kedun belah pihak.

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan sami kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dan
Sural Peganjien Kerja i
@, Bursd Perjenjian Kerjasama



b. Sural Perjunjian Kerja
¢. Kelengkapan Administrasi Lainnya

4. Surat Perjanjian kerja ini dianggap =zah setelah ditandatangani dan di stempel ofch kedus
pihak

5. Sural penanjian Kerja ini dibust dalam mngkap 3 (riga), 2 (dus) rangkap diantaranya
masing-masing dibubuli materns, dan mempunyai kekusten hukum yang sama, 2 (dua)
rangkap unuk PIHAK PERTAMA dan | (satu) rangkap lainnys uniuk PIHAK KEDUA.

6. Hal-hal lain yang belum dan/atau belun cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh
PIHAK PERTAMA dun PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam
Addendum (perjinjian tumbahan) sebagai zaf kesatuan yung tidak terpisahkan dan Surat
Perjanjian Kena mi.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangam pada tanggal, bulan dan tahun
tersehit

FIHAK PERTAMA P KEDUA
Pejabal Pembuat Komitmen YLEBH Bolaanf Mongondow Raya

Arifin A nang 5 H.



